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KEJAR TARGET WTP
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Harus Akuntabel

SIGI, MERCUSUAR — Guna mengejar target
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
maka pengelolaan keuangan daerah oleh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi harus
akuntabel dan transparan.

Hal itu disampaikan
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sigi, Muh Ridwan,
Jumat (27/2/2015). Ia men-
gaku opini WTP menjadi
hasrat semua penyelenggara
pemérintahan daerah, ter-
masuk Pemkab Sigi. “Untuk
mengejar opini itu, Pemkab
Sigi di tahun 2014 lalu telah
berupaya menyempurnakan
penataan kebijakan akuntansi
sesuai dengan PP Nomor 24
tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP),”
jelas Ridwan.

Menurutnya agar opini
tersebut dapat diraih, maka
Pemkab Sigi harus berpedo-
man pada enam syarat, yaitu

tata kelola keuangan harus
mencapai WTP, tidak mem-

buat kesalahan pada tahun
berikutnya, penyapan laporan
keuangan harus sesuai stan-
dar akuntansi permerintahan
maupun informasi dalam nota
laporan keuangan harus me-

madai sehingga pembaca lapo-.

~ ran dapat memahami isinya.
“Berikutnya sistem pengen-
dalian internal harus mema-
dai melalui sistem SPI guna
mencegah penyimpangan dan
terakhir kepatuhan terhadap

Muh Ridwan

Perundang-undangan yang
berlaku. Jika semua itu sudah
dipenuhi, maka BPK pasti
memberi opini secara norma-
tif dengan predikat WTP,”
sambungnya.

la pun berharap Bupati
Sigi Aswadin Randalembah
memberi terus menekank-
an seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
untuk berusaha meningkat-

< kan kualitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), termasuk
pengelolaan keuangan dan
pelaporannya.

Menurutnya, kini sistem
inventarisasi aset di Pemkab

Sigi masih seadanya. Pad_ahal
Katanya bisa dilakukan kerja
sama antara Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan dan
Aset Daerah (DPPKAD) se-
bagai fungsional administra-
tif dengan pengurus aset di
masing-masing SKPD sebagai
teknis administratifnya. .

“Kondisi itu masih menun-
jukkan kesan bahwa kesadaran
tanggungjawab penyelenggara
pemerintahan daerah masih
rendah. Hal itu dibuktikan
lagi dengan masih banyaknya
pejabat pengelola keuangan
yang berurusan dengan APH.
Jadi wajar jika indikator tata
kelola pemerintahan di Sigi
belum optimal,” tandasnya.

Penyebab lain dari peny-
ajian laporan keuangan di
Pemkab Sigi katanya juga be-
lum sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). Sehingga
menurutnya kompetensi sum-
ber daya manusia (SDM) pen-
gelola keuangan daerah belum
memadai.

“Kualitas . penye[é 0
garaan SPIP dan petugas
Aparat Pengawasan Intérn
Pemerintah (APIP) juga beftim
optimal. Maka wajar jika hasil
pemeriksaan laporan keuan-
gan Pemkab Sigi pada tahun
2013 lalu menunjukkan bahwa
daerah ini menyandang opini
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) di tahun 2014. Hal itu -
menyisakan banyak PR ﬁntuk
segera dlperbalkl di tahun 1m
tutupnya. an .





